
BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Demokrasi sebagai wadah bagi segenap rakyat untuk terlibat dalam menyuarakan 

aspirasi di tengah keragaman unsur penyusun sebuah negara. Demokrasi dapat diartikan 

sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi deliberasi didefinisikan sebagai pandangan yang 

menempatkan deliberasi publik (musyawarah) atas warga negara yang bebas dan setara 

sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik. Demokrasi deliberatif berusaha 

merubah kebijakan pemerintah melalui diskusi yang argumentatif, penilaian bersama di 

antara warga masyarakat. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah 

berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. 

 Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan 

pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi serta melibatkan masyarakat 

dalam perencanan pembangunan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka 

dapat disimpulkan bahwa demokrasi deliberatif dalam perencanaan pembangunan belum 

sepenuhnya berjalan hal ini dilihat dari beberapa indikator dari demokrasi deliberatif yaitu: 

  

A. Partisipasi 

Dari segi partisipasi masyarakat Desa Asumanu dalam perencanaan 

pembangun masih relatif rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai perencanaan pembangunan dan sebagian masyarakat yang 



seharian sibuk bekerja dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak bisa 

mengikuti mengikuti pertemuan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa 

sehingga partisipasi masyarakat masih jauh dari harapan.  

 

B. Pengaruh  

Sebagai bahan refleksi atas proses perencanaan pembangunan yang sudah 

berjalan, cukup menarik untuk mengkaji kembali beberapa hal yang dapat 

berpengaruh terhadap diakomodir atau tidaknya aspirasi masyarakat yaitu adanya 

kepentingan politik di kalangan elit desa, tidak diakomodasikan aspirasi 

masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan 

pembangunan desa, serta rendahnya pendidikan masyarakat dan faktor ekonomi 

yang menjadi kendala atau pengaruh dalam proses perencanaan pembangunan Desa 

Asumanu.  

 

C. Deliberasi 

 Pada musrembang di Desa Asumanu, kondisi ini dianggap belum 

terlaksana sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pembahasan atau diskusi yang terjadi 

pada forum musrembang hanya berdasarkan pada usulan, bukan berdasar pada isu 

permasalahan yang terjadi. Hal ini menyebabkan diskusi yang terjadi hanya sekedar 

menyetujui apa yang telah diputuskan dalam kegiatan pra-musrembang, ditambah 

dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan 

pembangunan desa. Dengan demikian deliberasi pada kemungkinan untuk 



membahas permasalahan dengan pertimbangan berbagai sudut pandang (reframe 

issue) tidak dilakukan. 

4.2 Saran 

Konsepsi Habermas tentang demokrasi deliberatif ini tidaklah mudah untuk 

diterapkan atau dipraktikan mengingat masyarakat Indonesia umumnya dan 

masyarakat desa khususnya yang multikultur. Oleh karena itu tidaklah salah jika 

dalam mempraktikkan demokrasi terdapat banyak polemik. 

Reformasi 1998 yang menjadi harapan baru haruslah mencari resolusi. Bagi 

penulis, resolusi tersebut adalah dengan cara mewujudkan suatu sistem politik dan 

pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada rakyat untuk mengekspresikan 

kehendak politiknya melalui institusi-instisusi publik di ruang publik. Dengan 

demikian maka antara rakyat dan negara bisa terjalin diskurus atau komunikasi 

sehingga memungkinkan terjadinya kontrol rakyat atas pemerintah. Selain itu, 

diskursus atau diskusi publik selama ini harus mendapatkan tempat, karena 

nantinya akan mempengaruhi kebijakan publik dan hukum yang dibangun oleh 

sistem politik. 

Pada akhirnya komunikasi atau diskursus antara rakyat dan negara akan 

membutuhkan tawar menawar. Jika demikian ruang publik bisa terwujud, namun 

jika negara tidak melakukan political will yang ditandai dengan sikap akomodatif 

dan responsif terhadap gejala demokratisasi di kalangan rakyat, maka ruang publik 

tidak akan terwujud. Dan agar usaha tawar menawar melalui komunikasi tersebut 

terwujud, rakyat harus memperjuangkan terjadinya ruang publik itu, karena ruang 



publik yang memberikan kesempatan kepada semua pihak di tingkat desa untuk 

terlibat secara rasional, partisipatif, dan berdampak atas kesejahteraan di desa.  
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